
 

ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam 

menentukan unsur sifat perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi 

serta kedudukan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2014. Metode penelitian yang 

digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “melawan hukum” 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki 

cakupan yang luas, namun dalam prakteknya terhadap unsur penyalahgunaan 

kewenangan terkandung dalam Pasal 3 sebagai bentuk khusus (lex specialis). 

Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa dakwaan primair Pasal 2 tidak 

terbukti karena tidak terpenuhinya unsur melawan hukum secara utuh, khususnya 

terkait aspek mens rea, sehingga pembuktian dialihkan pada Pasal 3 yang 

menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan. Hakim menilai terdakwa 

terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota DPRD dalam 

pengelolaan APBD yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, 

penelitian ini juga menemukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara 

melalui pembayaran uang pengganti tidak menghapus sifat melawan hukum, 

melainkan merupakan pidana tambahan yang bertujuan memulihkan kerugian 

negara. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa pendekatan pidana 

tetap relevan dalam kasus penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan 

kerugian negara, meskipun terdapat aspek administratif di dalamnya.  
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